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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya 

tentang Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan perlindungan hukum 

kepada pemain yang mengalami maka penulis menarik beberapa kesimpulan. 

Terhadap rumusan masalah yang pertama penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Pemain sepak bola yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu 

lalu diputus secara sepihak oleh klub, maka berdasarkan Pasal 63 UU 

Ketenagkerjaan berhak mendapatkan upah sisa yang belum dibayarkan. 

Pemain sepak bola yang mengalami cedera dapat diputus hubungan kerja 

secara sepihak oleh klub dengan alasan cedera apabila cedera tersebut sudah 

membuat dirinya tidak bekerja melampaui 12 (dua belas) bulan sesuai 

dengan keterangan dokter. Apabila seorang pemain diputus perjanjian kerja 

secara sepihak padahal cedera tersebut belum membuat absen selama lebih 

dari 12 (dua belas) bulan, maka PHK tersebut batal demi hukum dan klub 

wajib mempekerjakan pemain sepak bola tersebut kembali.  

Alasan cedera seorang pemain sepak bola tidak bisa tergolong pada suatu 

force majeure, namun apabila terjadi suatu peristiwa force majeure tanpa 

diikuti perusahaan tutup namun membuat seluruh kompetisi resmi sepak 

bola ditiadakan seperti misal pandemi covid-19, maka seorang pemain dapat 

diputus perjanjian kerjanya dengan alasan force majeure.  

Dalam RSTP FIFA tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pengaturan 

PHK dengan alasan pemain cedera, akan tetapi diatur mengenai 

pengakhiran perjanjian kerja secara sepihak dengan alasan sporting just 

cause yaitu penampilan seorang pemain di bawah 10% pertandingan resmi. 

Penampilan seorang pemain di bawah 10% pertandingan resmi dapat 

dilakukan PHK secara sepihak oleh klub dengan tetap membayar uang 

kompensasi terhadap pemain tersebut. Klub yang memutus hubungan kerja 
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tanpa alasan adil atau without just cause harus membayar uang kompensasi 

kepada pemain. 

Terhadap rumusan masalah yang kedua penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Pemain sepak bola yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan 

diputus perjanjian kerjanya secara sepihak oleh klub, maka berhak untuk 

memperoleh uang kompensasi, uang ganti sebesar upah yang belum 

dibayarkan hingga jangka waktu perjanjian kerja tersebut berakhir dan juga 

BPJS Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

Sebuah klub yang melakukan PHK secara sepihak terhadap pemain dengan 

alasan cedera tetap harus memperhatikan kewajibannya untuk membayar 

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan 

berhak untuk memperoleh manfaat BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja dan 

Jaminan Kehilangan Pekerja  sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang 

berlaku.  

Pemain yang mengalami cedera lalu diputus perjanjian kerja secara sepihak 

oleh klub dengan alasan sporting just cause sesuai RSTP FIFA berhak 

mendapatkan uang kompensasi sebesar sisa upah yang belum diterima 

hingga jangka waktu perjanjian kerja berakhir.  

Apabila seorang pemain diputus hubungan kerja secara sepihak oleh klub 

dengan alasan without just cause atau tanpa alasan adil maka klub memiliki 

kewajiban untuk membayar kompensasi atas pelanggaran perjanjian kerja 

untuk dihitung dengan mempertimbangkan hukum negara yang 

bersangkutan, kekhususan olahraga, dan kriteria objektif lainnya. Kriteria 

ini khususnya mencakup upah dan manfaat lain yang seharusnya diterima 

oleh pemain berdasarkan perjanjian kerja yang ada. 

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang 

Keolahragaan upaya penyelesaian sengketa pemain dan klub dapat 

diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrase. Apabila proses 

melalui mediasi atau konsiliasi tidak menghasilkan kata sepakat, maka 

pemain memiliki hak untuk membawa sengketa tersebut ke Pengadilan 
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Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 

Jika para pihak memilih arbitrase maka para pihak sepakat untuk memilih 

lembaga arbitrase NDRC untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak 

pemain dan pihak klub dapat menunjuk NDRC secara tegas untuk 

menyelesaikan suatu sengketa para pihak apabila mencantumkan klausula 

NDRC sesuai dengan Pasal 3 Regulasi NDRC Indonesia dalam perjanjian 

kerja di antara para pihak tersebut. 

5.2 Saran 

Sesuai dengan pembahasan terhadap kedua rumusan masalah yang sudah 

dijabarkan pada bab sebelumnya penulis memberikan saran sebagai berikut :  

1. Seorang atlet termasuk pemain sepak bola merupakan pekerjaan yang 

memiliki karakteristik yang berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. 

Fisik merupakan aset penting bagi pemain sepak bola dan atlet berhadapan 

dengan resiko cedera yang cukup tinggi, oleh karena itu penulis memberi 

saran kepada pemerintah untuk merevisi baik pada Peraturan Perundang-

Undangan mengenai ketenagakerjaan maupun Keolahragaan untuk 

membenahi dan menegaskan hubungan kerja antara pihak atlet dan klub. 

Dengan hal demikian pemerintah harus menegaskan hal-hal minimal apa 

saja yang harus tercakup dalam perjanjian kerja antara pemain dan klub 

sepak bola profesional termasuk mengenai asuransi dan jaminan sosial 

apabila pemain sepak bola mengalami kecelakaan kerja. Selain itu 

karakteristik pekerjaan fisik yang dimiliki atlet tersebut, penulis 

memberikan saran kepada pemerintah untuk mengatur secara spesifik, tegas 

dan jelas apakah suatu klub dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

terhadap pemain dengan alasan cedera karena PHK merupakan hal yang 

sangat dihindari oleh pemain karena menyangkut pada kesejahteraan 

pemain tersebut. Dengan demikian pemain dapat menerima hak dan 

perlindungan hukum yang lebih baik. 

2. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia  sebagai organisasi induk cabang 

olahraga sepak bola untuk lebih mengakomodir dalam peraturannya apabila 

seorang klub melakukan PHK kepada pemain dengan alasan cedera, karena 
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seharusnya PSSI menyadari bahwa saat ini sudah ada kasus konkret dan 

mungkin akan terjadi di kemudian hari bahwa klub melakukan suatu PHK 

dengan alasan cedera pemain tersebut. Selain itu PSSI dan NDRC dapat 

berkolaborasi untuk dengan segera memperbaiki Regulasi NDRC Indonesia 

supaya putusan NDRC dapat diimplementasikan dengan hormat oleh klub 

sehingga pemain dapat memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum 

dan hak yang lebih baik kedepannya.  

3. Penulis memberikan saran bahwa kasus PHK secara sepihak karena cedera 

atau PHK secara sepihak di saat kondisi pemain sedang cedera hanya bisa 

diputus oleh pihak NDRC. Hal ini supaya NDRC bisa menunjuk lembaga 

keuangan yang berisfat independen untuk bisa melakukan audit keunagan 

kepada klub yang melakukan PHK secara sepihak. Apabila melalui audit 

tersebut keuangan klub dinyatakan sehat maka penulis memiliki pendapat 

bahwa klub masih memiliki tanggung jawab untuk menanggung biaya 

pengobatan hingga pulih atas pemain yang diputus secara sepihak karena 

cedera tersebut. Hal ini disebabkan kesejahteraan pemain sepak bola di 

Indonesia masih belum merata dan justru seorang pemain sepak bola bisa 

kehilangan pekerjaan karena tidak memiliki biaya untuk mengobati cedera 

dirinya tersebut. Sesungguhnya cedera seorang pemain didapat ketika 

pemain tersebut bekerja atas kepentingan klub tersebut. 
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